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BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2020

Menimbang :

Mengingat :

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8

dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan,
Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran,
dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Nomor 2), diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 88A, yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

(1) Khusus untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa
dan perangkat Desa, penyaluran APBDesa akan disalurkan berdasarkan
hasil pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan
perangkat Desa.

(2) Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian
penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.

(3) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-



masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah
rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala
Desa dan perangkat Desa sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi
kepala Desa dan perangkat Desa.

(4) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-
masing Desa hasil pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa
dan perangkat Desa yang akan disalurkan ke Rekening Kas Desa
dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara
umum daerah berdasarkan surat kuasa dari Kepala Desa.

(5) Penyetoran iuran kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dapat
dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara
umum daerah mendahului mekanisme penyaluran APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 29 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 50

MARINA RONAT /Sl ;
Pembina (IV/a)
NIP 197703152005022002




